
 
 

 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Disparitas pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak dalam beberapa 

putusan pengadilan yang berbeda yang penulis teliti terlihat begitu mencolok. 

terlihat pidana penjara tertinggi dijatuhkan selama 13 tahun penjara dan pidana 

penjara terendah selama 5 tahun penjara. Untuk pidana denda tertinggi 

diberikan sebanyak Rp.1.000.000.000 dan pidana denda terendah diberikan 

sebanyak Rp.50.000.000. Selisih pidana penjara tertinggi dan pidana penjara 

terendah yaitu 8 tahun, dan selisih pidana denda tertinggi dan terendah yaitu 

Rp.950.000.000. 

2. Pada 10 (sepuluh) kasus pencabulan terhadap anak dari pengadilan negeri yang 

berbeda-beda yang penulis teliti, adapun yang menjadi pertimbangan dari 

hakim adalah jumlah korban pencabulan, berapa kali terdakwa melakukan 

pencabulan, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pencabulan tersebut. 

Pertimbangan lain dari majelis hakim adalah keadaan yang memberatkan dan 

meringankan terdakwa, adapun keadaan yang memberatkan terdakwa adalah 

terdakwa berbelit-belit dipersidangan, dan keadaan yang meringankan 

terdakwa adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. 
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B. Saran 

1.  Untuk meminimalisir disparitas pidana, pembentuk undang-undang perlu 

membuat pedoman pemidanaan, dengan hal itu dapat memberikan 

kemudahan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dan penjatuhan pidana 

juga akan lebih proporsional, mudah dimengerti, dan mudah diterima. 

Khususnya dalam kasus pencabulan terhadap anak. 

2. Majelis hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan pada suatu perkara 

harus lebih selektif, bijaksana dan bertanggungjawab, lebih penting lagi 

hakim harus menggunakan hati nurani. Terkhusus dalam kasus pencabulan 

terhadap anak. 

3. Kepada penegak hukum diharapkan untuk memberi pengetahuan kepada 

masyarakat mengenai disparitas pidana, kenapa pidana tersebut yang 

dijatuhkan agar terhindar dari pandangan negatif masyarakat dan supaya 

dimasa yang akan datang dapat terwujud rasa keadilan bagi korban, maupun 

masyarakat. Terkhusus pada kasus pencabulan terhadap anak. 
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